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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا Fathah A A 
ِا Kasrah I I 
َ ا Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َفْي ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
U u dan garis di atas 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 ْميِل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  رِنا ْفط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي ِد  ً نا ة هِضا ْفنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْكِْحنا  : al-hikmah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك ْحنا : al- haqq 
  َى ِ ع ن : nu”ima 
  َو د ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َِيب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َِيه ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َِيب  ر ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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 Contoh : 
  َص ًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ََّسن اَ ة ن  سن  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف سه ْفن ا : al-falsafah 
  د  لَِبْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 عْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي ش : syai’un 
 َتْرِي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
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dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (هٰاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َِٰللّا نْيِد diinullah َِٰاللّاِب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
xiv 
 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
 contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
 Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
xv 
 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
NAMA : RISWAN RASYID 
NIM : 10300113217 
JUDUL : TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TAMBANG BATUAN TANPA 
IZIN DI KABUPATEN TAKALAR 
 
Skripsi ini bertujuan untuk menjawab, yaitu: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan 
maraknya tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar, 2) Peran Pemerintah Daerah 
dalam menangani dampak tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar, 3) Pandangan 
hukum Islam terhadap tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan syar’i. Sumber data yang digunakan yaitu 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan maraknya 
tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar yaitu: kurangnya sosialisai, proses 
penerbitan izin yang  lama, kedekatan dengan penguasa dan kurangnya partisipasi masyarkat, 
2) Peran Pemerintah Daerah dalam menangani dampak tambang batuan tanpa izin di 
Kabupaten Takalar yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin, melakukan 
sosialisi kemasyarakat tentang bahayanya pertambangan tanpa izin, membuat spanduk 
tentang bahaya dan sanksi pertambangan tanpa izin, memberikan sanksi yang berat kepada 
pelanggar, mempermudah masyarakat dalam pelaporan tentang pertambangan tanpa izin 
dengan media sosial,  melakukan sosialisasi terhadap larangan pertambangan tanpa izin, 
menindak pelaku pertambangan tanpa izin berupa pidana penjara dan denda dan melakukan 
operasi terhadap aktifitas pertambangan, 3) Pandangan hukum Islam tentang tambang batuan 
tanpa izin di Kabupaten Takalar termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena Kegiatan 
pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah 
mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan 
tambang. Disamping itu, pertambangan tanpa izin bukan saja menyebabkan potensi 
penerimaan negara berkurang. Dalam hukum Islam Dalam hal ini orang yang melakukan 
pertambangan tanpa izin adalah bisa termasuk kedalam golongan orang yang tidak taat 
kepada pemerintah(ulil amri). 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Diharapkan agar masyarakat sadar akan 
bahayanya pertambangan tambang tanpa izin karena akan berdampak buruk terhadaap 
lingkungan sekitar, hendaknya masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika 
mengetahui adanya proses penambangan tanpa izin, 2) Agar lebih meningkatkan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang kerugian yang ditimbulkan dengan adanya penambangan tanpa 
izin, serta meningkatkan pengawasan terhadap tambang tanpa izin, 3) Diharapkan masyarakat 
sadar bahwa pengrusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan tanpa izin 
merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai banyak 
sumber daya alam (natural resources). Sumber daya alam itu, ada yang dapat 
diperbaharui (renewable), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). 
Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, 
intan, mangan, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perundang-
undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara.1  
Potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar tersebut tersebar di 
berbagai daerah, mulai dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur. 
Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yakni sumber daya mineral dan 
batubara, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. 
Sumber daya mineral yang terkandung dalam wilayah hukum Indonesia 
merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa 
yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena 
itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara 
                                                 
1
I Nyoman Nurjaya, Indonesia Environmental Law Development And Reform: From Dtuch 
ordonnantie, The, 1982 Basic Environment Management Act to the Human Environmental 
Management Act of 1997’, (Paper yang disampaikan pada kegiatan; the Internasioanal Seminar on 
Environmental Law Development And Reform of Asian Countries, Canada, and Australia: A 
Comporative Perspective, jointly organized by faculty of Law Brawijaya University and Faculty of 
Law Trisakti University, pada tanggal 25 -27 Februari 2008 di Malang, Jawa Timur), h. 1, Dalam 
Salim HS, ed. Hukum pertambangan mineral dan batubara (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.36. 
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nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan 
kesejahtraan rakyat secara berkeadilan.2  
Salah satu usaha pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya 
mineral dan batubara, dilakukan melalui kegiatan pertambangan. Dalam Undang-
Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambagan Mineral Dan Batubara, pada 
pasal 1 ayat 1 dijelaskan; pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan 
kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu 
bara yang meliputi penyelidikan umum, eksprolasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
kegiatan pasca tambang. Khusus untuk Kegiatan usaha pertambangan mineral pada 
pasal 1 ayat 4 didefenisikan sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa 
bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Kegiatan 
pertambangan ini mempunyai peranan penting dalam nilai tambah secara nyata bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelajutan.3 
Sistem pengolaan mineral dan batubara di Indonesia saat ini bersifat 
pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang 
berlaku saat ini. Walaupun dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara hanya mengatur tiga bentuk izin, yakni; izin 
pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan (IUP), dan izin usaha 
pertambangan khusus (IUPK). Akan tetapi, dalam undang-undang ini masih 
mengakui keberadaan kontrak atau izin yang berlaku sebelumnya, yakni; kontrak 
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Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 ditegaskan bahwa; “Bumi dan 
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
3
Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia  (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2012), h. 1-5. 
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karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), kuasa 
pertambangan (KP), dan izin pertambangan rakyat (IPR), Selain itu, kegiatan 
pertambangan haruslah memperhatikan aspek lingkungan dan sosialnya.4  
Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan dalam ajaran 
agama Islam telah menjadi bagian dari konsep akhlak. Dalam Al-Qur'an telah 
dijelaskan landasan filosofis religius yang berkaitan dengan pengelolaan sumber alam 
mineral, khususnya emas, tembaga, dan perak.5 Allah berfirman dalam QS Al 
Faathir/35: 27. 
                                   
                         
 
Terjemahnya: 
“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu 
kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Dan 
diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka 
macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”.6 
Dalam realitasnya, bahwa sumber daya alam yang banyak  di eksploitasi oleh 
kontraktor berada di gunung. Sumber daya alam yang berada digunung itu, meliputi 
emas, tembaga, perak, dan batubara. Kata garis-garis putih dan merah dalam Al 
Quran ditafsirkan adalah emas, tembaga, dan perak, sedangkan yang berwarna hitam 
                                                 
4
Salim, HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara  (Ed. 1. Cet. 2, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), h. 1-2. 
5
Salim, HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, h.44-45  
6
Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemahan dan tafsir (Bandung: 
Syaamil Quran 2012),  h. 699-700. 
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pekat adalah berupa batu bara. Sember daya alam yang merupakan  ciptaan Allah 
SWT mempunyai  nilai ekonomi yang tinggi.7 
Dalam QS. Al Hajji ayat (23) dan QS. Ad Dahr ayat (15) dan ayat (16) Allah 
menerangkan secara khusus tentang emas, tembaga dan perak. Ayat ini merupakan 
peringatan kepada orang bahwa semua bahan tambang dan bahan-bahan lainya yang 
mereka dapati dari bumi bagi kepentingan adalah suatu rahmat Allah yang harus 
mereka syukuri. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimnakah cara mengsyukuri 
nikmat Allah SWT. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan cara 
banyak menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.8 
Kegiatan pertambangan selain menghasilkan keuntungan yang besar bagi 
investor, tentu saja memiliki dampak positif bagi Negara dan masyarakat di 
lingkungan sekitar. Disamping keuntungan tersebut kegiatan pertambangan juga 
memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan 
kerusakan lingkungan dan masalah masalah-masalah lainnya.9 
Kerusakan lahan akibat pertambangan dapat terjadi selama kegiatan 
pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang ditimbulkan akan berbeda 
pada setiap jenis pertambangan, tergantung pada metode dan teknologi yang 
digunakan.10 Kebanyakan kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan 
tambang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya penambangan 
                                                 
7
Salim, HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, h. 46 
8
Salim, HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, h. 46 
9
Arwan, Kerusakan Lahan Akibat Aktivitas Pertambangan, dari http://arwan’s.com (15 
Januari 2017). 
10
Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, Pertambangan di Indonesia,  dari 
http//esdm.go.id (16 Januari 2017). 
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tanpa izin (PETI) yang melakukan proses penambangan secara liar dan tidak ramah 
lingkungan.11 
Dari data yang diliris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) 
mendapatkan ribuan lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia yang 
melibatkan sekitar 2 juta penambang. Pada periode September - Oktober 2015, 
kementerian KLH telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 302 lokasi PETI di 
Tanah air. Data kementerian LKH menyebutkan dari 302 lokasi PETI yang 
terverifikasi dari jenis tambang ditemukan berupa tambang emas (22%), sirtu (13%), 
pasir kuarsa (9%), batu, tanah, ganit dan batu kuarsa (masing-masing 3%), serta 
lainnya (6%).12 
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, pertambangan tanpa izin (PETI) 
berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) SulSel tahun 2015 
terdapat 332 perusahaan yang tak mengantongi izin (Peti). Kebanyakan Tambang 
Batuan yang dilakukan, seperti batu gunung, batu kali, sirtu, pasir, tanah urug dan 
tanah liat. Dimana lahan yang digunakan mencapai 266.205 hektar dan yang terhitung 
oleh Dinas ESDM mencapai 95 hektar. Sekertaris Dinas ESDM Sulsel, Syamsul 
Bachri menjelaskan dari 332 Peti tersebut, 60 diantaranya berada di Kabupaten Bone, 
40 di Bantaeng dan sisanya tersebar di 22 kabupaten/kota lainnya.13 
Khusus untuk Kabupaten Takalar potensi Tambang Batuan memiliki pontensi 
yang cukup besar yang lokasinya diterletak di pesisir pantai sepanjang 73 km, 
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kerusakan Lahan Akibat PETI, dari 
www.menlhk.go.id (16 Januari 2017). 
12Tri Listiyarini, “Ditemukan 302 Lokasi Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia”, dari 
www.beritasatu.com (16 Januari 2017). 
13
Gun Mashar, “Dinas ESDM Sulsel: Ada 332 Perusahaan Tambang Liar di Sulsel”, dari 
www.gosulsel.com (16 Januari 2017). 
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meliputi Kecamatan Galesong Selatan, Galesong Utara, Mappakasunggu, 
Mangarabombang dan Polongbangkeng Utara. Dari semua lokasi pertambangan ini, 
pemerintah kabupaten Kabupaten Takalar membeberkan ada 30 titik lokasi galian. 
Namun, hanya setengahnya yang memiliki izin atau legal. Melihat maraknya aktivitas 
penambangan ilegal tersebut, Pemkab Takalar telah melakukan penertiban dan 
mengusir beberapa penambang ilegal yang menjamur di hampir semua kecamatan. 
Penertiban ini didasari adanya laporan masyarakat sekitar. Seperti penutupan tiga 
lokasi  tambang  yang berada di kecamatan Polongbangkeng Utara yang 
diberhentikan lantaran tidak memiliki izin alias ilegal.14 Tambang Batuan tanpa izin 
di Kabupaten Takalar hingga saat ini masih sulit untuk dikendalikan. 
Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka penulis menilai penting untuk 
dilakukan penelitian aspek yuridis terkait aktivitas Tambang batuan tanpa izin di 
kabupaten Takalar, serta menganalisis persoalan tersebut dalam prespektif hukum 
Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; 
Tinjauan Sosio-Yuridis Tambang Batuan Tanpa Izin di Kabupaten Takalar. 
B.  Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 
Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus yaitu, sebagai berukut: 
1. Fokus penelitian. 
Fokus dalam penelitian ini yaitu Tambang Batuan jenis Sirtu, pasir dan tanah 
urug tanpa izin di Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus pada Kabupaten Takalar  dan 
pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 
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Sukri Rate, “Pemkab Takalar Usir Penambang Pasir Ilegal”, dari www.rakyatku.com  (17 
Januari 2017). 
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2. Deskripsi fokus. 
a. Pertambagan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh 
perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan, yayasan berbadan hukum yang 
dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.15 
b. Hukum Islam adalah hukum yang diintrepretasikan dan dilaksanakan oleh para 
sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihat dari para mujtahid dan hukum-hukum 
yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode kias dan metode ijtihad 
lainya.16  
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah 
diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya tambang batuan tanpa izin 
di Kabupaten Takalar ? 
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam menangani dampak  tambang 
batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar ? 
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tambang batuan tanpa izin di 
Kabupaten Takalar ? 
 
 
 
                                                 
15
Sari, ”Pertambangan tanpa izin (peti) dan karakteristiknya”,  
http://koperindag.karokap.go.id (18 Januari 2017). 
16
Ahmad Rofiq, “Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam,” dari 
www.pengertianpakar.com  (18 Januari 2017). 
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D. Kajian Pustaka 
Ada beberapa literatur yang dijadikan sebagai acuhan dasar dalam penulisan 
skripsi ini, anatara lain: 
1. Gatot Supramono dalam bukunya “Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara 
di Indonesia” menjelaskan tentang Sumber daya mineral dalam hal ini 
pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebarannya dan ukurannya 
terbatas, terdapat didalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalalaman 
tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tidak terbarukan (non-renewable 
resources), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko 
investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum 
pertambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumber daya 
mineral pada umumnya di daerah pedalaman (remote areas), maka pembukaan 
suatu tambang akan memicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal 
dan memeberikan dampak ganda yang posotif dalam berbagai sektor (multiplier 
effects).17 
Oleh karna sifat-sifatnya tersebut, maka penambangan suatu galian disuatu 
tempat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Selai perhitungan cost benetif 
ratio agar memberikan manfaat kepada semua pihak, yang perlu dipertimbangkan 
adalah agar kegiatan penambangan tersebut bermanfaat pula bagi generasi 
mendatang. Untuk itu pada setiap pembukaan tambang baru perlu disiapkan proses 
pemberdayaan masyarakat setempat(community development). Dengan adanya 
program pemberdayaan masyarakat, maka setelah tambang ditutup, masyarakat di 
sekitar lokasi tambang  telah menjadi masyarakat mandiri yang lebih maju, lebih 
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Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, h. 3 
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sejahtera dan dapat mengembangkan dari hasil atau manfaat penambangan di 
daerah mereka. Dengan demikian, maka pembangunan yang diawali dengan 
kegiatan pertambangan dapat diteruskan secara berkesinambungan sampai kepada 
generasi selanjutnya sebagai pembangunan yang berkesinambungan.18 
2. Salim HS dalam bukunya “Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara: 
menjelaskan Dalam buku ini akan mengkaji tiga bentuk izin, yaitu IPR, IUP, dan 
IUPK. Izin pertambangan rakyat (IPR) merupakan “izin untuk melaksanakan 
usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan 
investasi terbatas”. Yang berwenang memberikan IPR, yaitu Bupati/Walikota. 
Namun, demikian Bupati/Walikota dapat melimpahkan wewenanang pelaksanaan 
pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Sebelum IPR diberikan, maka Bupati/Walikota menetapkan wilayah pertambangan 
rakyat (WPR). Sedangkan yang mengajukan IPR yaitu penduduk setempat. Ada 
tiga klarifikasi penduduk setempat, yaitu 
a. Perorangan 
b. Kelompok masyarakat; dan/atau 
c. Koperasi. 
Luas wilayah pertambangan rakyat yang diberikan kepada penduduk 
setempat, yaitu minimal satu hektar dan maksima sepuluh hektar. Izin usaha 
pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.  
Yang berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu, 
a. Badan usaha; 
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 Subandoro,   pengelolaaan sumber daya alam secara optimal ,(www.ima-api.com), dalam 
Gatot supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, h.3. 
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b. Koperasi; dan 
c. Perseroangan. 
Untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) merupakan izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 
Pejabat yang berwenang menetapkan IUPK, yaitu Menteri energi dan Sumber 
Daya Mineral. Yang dapat mengajukan permohonan IUPK, yaitu badan usaha 
yang berbadan hukum indonesia. Badan usaha yang berbadan hukum Indonesia 
itu, meliputi; 
a. Badan usaha milik negara (BUMN); 
b. Badan usaha milik Daerah (BUMD); 
c. Badan usaha swasta (BUS). 
Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak selamanya 
pemengan izin, apakah itu pemengan IPR, IUP, maupun IUPK melaksanakan dan 
mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemengan 
IPR, IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat di 
kenakan sanksi, yaitu adminsitrasi dan sanksi pidana.19 
3. Salim HS dalam bukunya” Hukum pertambangan di Indonesia”, menjelaskan 
tentang defenisi bahan galian pada rancangan Undang-Undang Pertambangan 
umum memiliki ruang lingkup yang luas jika dibandingkan dengan konsep yang 
tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
pertambangan.  Didalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Pertambangan, bahan galian hanya terdiri dari lima unsur, sedangkan 
dalam rancangan Undang-Undang Pertambangan umum, bahan galian terdiri dari 
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 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, h. 10 
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dua belas unsur. Unsur-unsur bahan galian yang sama dalam defenisi diatas adalah 
unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan batuan-batuan.  Sementara itu 
unsur-unsur yang berbeda adalah batubara, gambut, bitumen padat, panas bumi, 
mineral radioaktif, dan mempunyai nilai ekonomis.20 
Pengolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 
Tahun 1967, pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 
pengolongan bahan galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, 
yaitu: 
a. Bahan galian strategis; 
b. Bahan galian vital; dan 
c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital. 
Pengolongan bahan galian ini adalah didasarkan kepada: 
a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara; 
b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genesse); 
c. Penggunaan bahan galian industri; 
d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak; 
e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan; dan 
f. Penyebaran pembangunan daerah.21 
4. Tri hayati dalam bukunya Era hukum pertambangan: dibawah Rezim UU RI No. 4 
Tahun 2009. Dalam  buu ini diejlaskan mengenai kegiatan relamasi dan pasca 
tambang. Kegiatan pertambangan  dikatakan merupakan sektor penyumbang yang 
cukup besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Diberbagai wilayah 
                                                 
20
 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia  (ed. 1. cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2004) 
h. 40 
21
 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, h. 44. 
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muncul fenomena-fenomena kerusaan lingkungan yang membawa akibat bagi 
masyarakat dilingkungan sekitarnya. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan 
agar para usaha pertambangan  diwajiban melakukan reklamasi dan juga 
pascatambang, jaminan tersebut dialokasikan dalam bentuk deposito, yang 
nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang untuk 
memulihkan lingungan yang rusak. Pengaturan kewajiban reklamasi  dan 
pascatambang ini ada sebelum adanya regulasi tentang lingkungan hidup di 
Negara Republik Indonesia, yaitu sejak indische mijn wet 1899. Begitu juga pada 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 hingga Undang-Undang RI Nomor 4 
Tahun 2009, tetap konsisten memberikan kewajiban reklamasi dan pascatambang 
kepada pelaku usaha pertambangan di Indonesia.22 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian. 
a. Untuk mengetahui fakto-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tambang 
batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar. 
b. Untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam menangani 
dampak tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar. 
c. Untuk mengetahui Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tambang 
batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar. 
2. Manfaat penelitian. 
a. Manfaat teoritis.  
                                                 
22
Tri hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: dibawah Rezim UU NO. 4 Tahun 2009 (cet.1; 
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 9.  
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan 
sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, 
khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor apakah yang 
menyebabkan terjadinya pertambangan pasir tanpa izin, peran pemerintah daerah 
dalam menangani kasus pertambangan pasir tanpa izin di kabupaten Takalar, dampak 
Tambang  tanpa izin terhadap masyarakat di Kabupaten Takalar, pandangan hukum 
Islam terhadap Tambang Batuan tanpa izin. 
b. Manfaat praktis. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat 
tentang Tambang pasir tanpa izin, agar dapat memberikan pembelajaran hukum bagi 
masyarakat. Sehingga untuk melakukan kegiatan pertambangan, masyarakat ataupun 
pihak swasta serta pemerintah dapat mengetahui akibat serta ancaman hukum dari 
adanya kegiatan Tambang tanpa izin yang tentu saja merugikan semua pihak. 
14 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Hukum Pertambangan 
1. Pengertian hukum pertambangan. 
Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan 
ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, Undang-Undang yang mengatur tentang 
pertambangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan., sementara pada dekade 2000 atau khususnya pada 
tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral Dan Batubara.1 
Adapun pengertian hukum Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksprorasi, studi kelayakan, kontruksi, 
penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 
kegiatan pasca tambang.2 Namun, untuk memahami pengertian hukum pertambanga, 
khususnya hukum pertambanga mineral dan batubara, maka perlu dikemukan 
pengertian hukum pertambangan secara umumnya. 
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Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral Dan Barubara , h. 11  
2
Pasal 1 angka 1 UU RI NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
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 Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu 
mining law, bahasa belanda disebut dengan mijnrecht, sedangkan dalam bahasa 
jerman disebut dengan bergrecht. Joan kuyek mengemukakan pengertian hukum 
pertambangan. Mining law is: 
“have been set up protect the interests of the mining industry and to minimize the 
conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to 
mine. They were never intended to control mining or its impact on land or 
people. We have to look to other laws to protect these interests”.3  
Artinya: hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan 
untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan 
meminimalkan konflik antara pengusaha tambang dan memberikan penjelasan yang 
bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan 
pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan 
pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melindungi 
kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan. 
Joseph F. Castrilli mengemukakan hukum pertambangan. Hukum pertambangan 
adalah: “also may provide a basis for implementing some environmentally 
protective measures in telation to mining operations at the exploration, 
development, reclamation, and rehabilitation stages”.4 
Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan 
lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan 
eksplorasi, kontruksi, reklamasi dan rehabilitasi. 
                                                 
3
Joan kuyek,2005. “Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and 
Resources”. Backgrounder for a Presentation to the North American indigenous Mining Summit, july 
28, 2005,hlm. 1, dalam Salim HS, hukum pertambangan mineral dan batubara, h. 12.  
4Joseph F. Castrilli, ”Environmentalregulation of the mining industri in canada: an update of 
legal and regulatory requirements”,1999, hlm. 45, , dalam Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral 
dan Batubara. 
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Defenisi lain tentang hukum pertambangan menurut Salim HS, adalah: 
“keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam 
pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara 
negara orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan 
galian (tambang)”.5 
Dari Definisi  diatas  disimpulkan  bahwa  hukum  pertambangan dibagi 
menjadi dua macam, yaitu 
a.  Hukum pertambangan umum 
Hukum pertambangan umum disebut juga dengan general mining law 
(Inggris), algemene mijnrecht (Belanda), de allgemeinen Bergrecht (Jerman). Hukum 
pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral 
radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah. 
b. Hukum pertambangan khusus 
Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu 
special mining laws, dalam bahasa Belanda disebut dengan special mijnrecht, 
sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan besondree gesetze bergbau. Yang 
dimaksud dengan hukum pertambangan khusus,  yaitu hanya mengatur tentang 
pertambangan mineral dan batubara. 
2. Jenis-jenis pertambangan. 
Adapun jenis-jenis pertambangan dan penggoloanganya adalah sebagai 
berikut : 
 
                                                 
5
Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, h. 8. 
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a. Pertambangan Mineral 
Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomo 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah: “Senyawa 
organik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta 
susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk 
lepas atau padu”.  Yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah 
pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, 
minyak dan gas bumi, serta air tanah. Ada  4 (empat) golongan pertambangan 
mineral, yaitu: 
1) Tambang mineral radioaktif, adalah mineral yang mengandung elemen 
uranium. Contohnya : radium, thorium, dan uranium. Untuk WIUP mineral 
radioaktif ditetapkan oleh pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2) Mineral logam, adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi 
penghantar panas dan arus listrik. Contohnya: litium, berilium, magnesium, 
kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, dan bauksit. 
Untuk WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP eksplorasi mineral logam 
diberikan WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 
ha. 
3) Mineral bukan logam, contohnya: intan, pasir kuarsa, yodium, belerang, fosfat, 
magnesit, kaolin, gypsum, batu kuarsa, dan batu gamping untuk semen. Untuk 
WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan 
perseorangan prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah 
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kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP 
eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan WIUP dengan luas minimal 
500 ha dan maksimal 25.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi mineral 
bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha. 
4) Batuan, adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan 
logam. Contohnya: marmer, tanah serap, tanah liat, tanah urug, batu apung, 
batu gunung, kerikil sungai, kerikil galian dari bukit, batu kali, pasir pasang, 
kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan (tanah), dan pasir laut. Badan 
usaha, koperasi, dan perseorangan dapat diberikan WIUP batuan dengan cara 
mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang 
berwenang. Pemegang IUP eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas 
paling sedikit 5 (lima) ha dan paling banyak 5.000 ha. Kepada pemegang IUP 
operasi produksi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 
ha.6 
b. Pertambangan Batubara 
Istilah batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu coal, bahasa 
Belanda, yaitu kolen, sedangkan bahasa Jerman disebut dengan kohle. Pengertian 
batubara dapat disajikan berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Pengertian batubara adalah: “Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk 
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”. 
                                                 
6
 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, h. 34-35 
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Yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan 
karbon yang terdapat dibumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 
Tidak seperti pada pertambangan mineral, untuk pertambangan batubara tidak dikenal 
adanya macam-macam penggolongan. WIUP batubara diberikan kepada badan 
usaha,koperasi, dan perseorangan dengan cara mengikuti lelang. Pemegang IUP 
eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling 
banyak 50.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi batubara dapat diberi WIUP 
dengan luas paling banyak 15.000 ha.7 
3. Asas-asas hukum pertambangan. 
Dalam pasal 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan 
mineral dan batubara asas telah ditentukan asas-asas hokum pertambangan mineral 
dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batubara, meliputi: 
a. Asas manfaat merupakan dimana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan 
batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahtraan masyarakat banyak.  
b. Asas keadilan merupakan asa dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan 
batubara dimana dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa 
dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk 
mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban 
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat kurang 
mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada 
perusahaan-perusahaan besar dalam mengelolah sumber daya mineral dan 
batubara.   
                                                 
7
 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, h. 36  
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c. Asas keseimbangan adalah yang menghendaki bahwa dalam pelaksaan 
pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai hak dan kewajiban yang 
setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin. Pemberi izin 
dapat menuntuk hak-haknya kepada pemegang izin, apakah itu IPR, IUP, maupun 
IUPK. Begitu juga dengan pemegang izin dapat  melaksanakan kewajibannya, 
seperti memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini 
berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
d. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam 
pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada 
kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang 
harus diutamakan dibanding dengan  kepentingan dari para investor. Namun, 
demikian pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan investor. 
e. Asas partisipatif adalah asas bahwa dalam pelaksaan pertambangan mineral dan 
batubara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun 
masyarakat, terutama masyarakat yang berada dilingkar tambang harus ikut 
berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Ujud peran serta masyarakat, 
yaitu masyarakat dapat ikut dalam bekerja pada perusahaan tambang, dapat 
menjadi pengusaha maupun distributor. 
f. Asas transparansi adalah asas dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan 
baubara, harus dilakukan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang 
disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus 
disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang 
tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya.   
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g. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan 
dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan 
diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang 
bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Misalnya, pemegang 
IUPK memberikan keuntungan kepada pemerintah sebesar 1%, maka penggunaan 
uang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dalam hal ini 
adalah DPRD, baik kabupaten/kota maupun provinsi. 
h. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana 
mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam 
keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan 
kesejahtraan masa kini dan masa mendatang.8 
B. Pertambangan tanpa izin 
1. Pengertian pertambanga tanpa izin. 
Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan 
istilah illegal mining. Secara terminologi istilah illegal mining terdiri dari 2 kata, 
yaitu : 
a. Illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. 
b. Mining,  yang  artinya  penggalian  bagian  dari  tanah  yang mengandung logam 
berharga didalam tanah atau bebatuan. 
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan 
oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum 
                                                 
8
Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, h. 23-24 
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yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, 
telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan 
kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi 
penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan 
dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Hal lain yang 
perlu dicermati adalah PETI umumnya identik dengan budaya 
kekerasan/premanisme, prostitusi, perjudian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
pengingkaran terhadap norma-norma agama. Budaya mencuri termasuk menjarah, 
semakin berkembang, sehingga memberikan pengaruh buruk bagi mereka yang ingin 
berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gejolak sosial, baik 
antara perusahaan resmi dengan pelaku PETI maupun diantara sesama pelaku PETI 
sendiri, adalah dampak negatif lain akibat keberadaan PETI. Oleh karena itu, melalui 
Inpres Republik Indonesia No.3 Tahun 2000, diinstruksikan kepada Menteri, Jaksa 
Agung, Kapolri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota agar melakukan upaya 
penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan 
pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan 
kewenangan masing-masing.  
Mengingat begitu kompleks permasalahan PETI, maka kebijakan 
penanggulangan PETI diarahkan melalui pendekatan sosial kemasyarakatan seiring 
dengan ditegakkannya hukum, Dengan kata lain, bagaimana kepentingan masyarakat 
dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek 
pertambangan yang baik dan benar. Pendekatan sosial kemasyarakatan tersebut, 
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diarahkan guna mewujudkan pelaksanaan transformasl struktural, pelaksanaan 
program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK) 
serta pelaksanaan program kemitraan antara para pelaku PETI dengan perusahaan 
pemegang resmi.9 
C. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan 
Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal 
mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagaian besar 
yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak 
pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak 
pidana tersebut adalah sebagai berikut:10 
1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin. 
Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak 
menguasai atas bumi, air, dan kakayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk 
tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan 
pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari 
Negara/pemerintah. 
Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka 
perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 
2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang 
melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau 
                                                 
9
Sari, Pertambangan tanpa izin (peti) dan karakteristiknya. http://koperindag.karokap.go.id 
(18 Januari 2017). 
10
Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia , h. 248 
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(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)” 
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu dalam 
melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan. 
Data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha 
yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan 
laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 
Barang siapa yang membuat surat palsu atau membuat surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperintukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak 
dipalsu, diancam jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 
surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Hal ini termuat dalam pasal 
263 ayat 1 KUHP Tentang pemalsuan surat.11 Oleh karena itu pemalsuan suratnya 
dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di 
pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar)12 
3. Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak 
Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki 
izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk 
                                                 
11
 Soenarto Soerodibroto. KUHP DAN KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung 
dan Hoge Road (Ed. 2, Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 153 
12
 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia , h. 249 
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ekplorasi dan ekploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi 
dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha 
pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 
bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta 
informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15)  
Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin 
yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan 
tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan 
pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 
satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).13 
4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan 
operasi produksi. 
Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya 
melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil 
tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas 
bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. 
Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka 
pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru 
eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah 
melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum 
memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 
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 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia , h. 249. 
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4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 
paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.  
Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol 
perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai 
dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum 
menjadi pemegang IUP eksploitasi.14 
5. Tindak pidana pencucian barang tambang  
Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau 
money loundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan 
perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibidang 
pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang 
gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk 
mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan 
barang tambang yang sah.  
Tindak pidana pencucian barang tambang (mining loundering) dalam UU 
No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 
Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada 
umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari 
keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan 
kerjasama antara aparat kementrian pertambangan, pemerintaah daerah setempat, dan 
kepolisian.15 
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 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia , h. 250 
15
 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia , h. 251 
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6. Tindak pidana mengahalangi kegiatan usaha pertambangan 
Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin daripejabat yang 
berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam 
melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancer 
karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. 
Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak 
akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, 
tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan 
menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.  
Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut 
merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di 
pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00,. 
Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha 
pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar 
dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko 
yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak 
berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.16 
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat 
pemberi izin. 
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Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada 
perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU 
Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat 
pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang 
mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini 
dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun 
penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. 
Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat 
penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK 
saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan 
baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.17 
8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum. 
Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang 
dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum 
apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang 
berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakuakn oleh menteri 
hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum 
kegiataannya di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang 
sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang 
bertanggungjawab dalah pengurusnya. 
Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai 
pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. 
                                                 
17
Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia , h. 252 
29 
 
 
 
Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan 
hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 
angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang 
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara kesatuan RI. 
Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, 
maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang 
dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. 
Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda 
dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang 
dijatuhkan.Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap 
badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. 
9. Pidana tambahan 
Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman 
tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pindana 
penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut 
pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa : 
a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana 
b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, 
c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan 
hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.18 
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D. Izin yang diperlukan dalam melakukan pertambangan 
Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib 
memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dahulu izin yang 
diperlukan semata-mata yang berhubungan dengan bidang usahanya, perusahaan 
berstatus sebagai perusahaan yang resmi atau legal. Namun sejalan dengan 
perkembangan keadaan kerena hampir semua usaha berhubungan dengan lingkungan 
hidup, maka sejak diberlakukannya UU RI No. 32 Tahun 2009 tetntang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) perusahaan wajib memiliki izin 
lingkungan. 
1. Izin lingkungan. 
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib 
memiliki izin lingkungan.19 Oleh karena izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap 
perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak. 
Kewajiban tersebut dilatarbelakangi, karena negara atau pemerintah 
berkeinginan agar setiap perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan 
lingkungan hidup supaya dapat dicegah atau dimimalkan terjadinya kerusakan 
lingkungan hidup tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah tetapi juga 
merupakan tanggung jawab masyarakat termasuk perusahaan. 
2. Hubungan dengan AMDAL. 
Dalam pasal 36 ayat (1) di atas disebutkan bahwa perusahaan yang wajib 
memiliki izin lingkungan jika kegiatan/usaha diwajibkan memiliki AMDAL. Adapun 
perusahaan yang wajib memiliki AMDAL adalah perusahaan yang usaha atau 
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Pasal 36 ayat (1) UU RI NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
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kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. untuk suatu 
perusahan bisa dikatakan berdampak jika memiliki kriteria sebagi berikut: 
a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usah dan /atau 
kegiatan, 
b. Luas wilayah penyebaran dampak, 
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung, 
d. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak, 
e. Sifat kumulatif dampak, 
f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau 
g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.20 
Dalam Usaha dibidang pertambangan yang termasuk dalam ukuran 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup karena setidaknya memenuhi kriteria 
huruf a sampai dengan huruf d pasal 22 ayat (2) UU RI PPLH karena initi dari 
pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah, kedalaman dan 
luas yang tidak kecil yang memiliki akibat yang sangat besar antara lain tanah 
longsor, ambles, tidak subur, tidak mudah direklamasi, banjir dan berdampak akan 
merugikan kepada masyarakat luas yang ada disekitar pertambangan. 
3. Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Izin 
Pejabat yang berwenang  menertibkan izin lingkungan adalah Menteri, 
Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.21 Untuk dapat 
memiliki izin lingkungan, prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan terlebih 
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Pasal 22 ayat (2) UU RI NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
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Pasal 36 ayat 4 UU RI NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
32 
 
 
 
dahulu. Permohonan izin lingkungan diajukan kepada pejabat yang berwenang 
tersebut.22  
 
E. Izin Usaha Pertambangan 
1. Izin usaha pertambangan. 
Berdasarkan UU No. 11 tahun 1967, kuasa hukum pertambangan(KP) adalah 
wewenang  yang diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha 
pertambangan. Setelah UU No. 4 tahun 2009 diberlakukan maka KP diubah menjadi 
IUP (Izin Usaha Pertambangan). KP yang diberikan sebelum ditetapkan UU No. 4 
tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tetap diberlakukan sampai jangka waktu 
berakhir, serta wajib : 
a.  Disesuaikan menjadi IUP atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan 
ketentuan PP No. 23 tahun 2010 dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan 
sejak berlakunya PP tersebut. 
b. Menyampaikan rencana kegiatan kepada seluruh wilayah KP sampai dengan 
jangka waktu berakhirnya KP. 
c. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling 
lambat lima tahun sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009.23  
Sebagaimana diatur dalam pasal 1 (7) UU No. 4 tahun 2009 tentang 
pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba), Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan 
kewenangan pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, 
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 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia , h. 22 
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 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
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untuk memberika IUP. Sedangkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 
23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau 
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. IUP diberikan kepada:  
a. Badan usaha, yang dapat berupa Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, 
atau Badan Usaha Milik Daerah. 
b. Koperasi. 
c. Perseorangan, yang dapat berupa perseorangan yang merupakan warga negara 
Indonesia,irma, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. 
Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan satu IUP 
maupun beberapa IUP. 
Dalam pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni : 
1. IUP Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan 
studi kelayakan. 
2. IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Dalam pasal 39 
UU Minerba membagi IUP eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-
kurang : 
a) Nama perusahaan. 
b) Lokasi dan luas wilayah. 
c) Rencana umum tata ruang. 
d) Jaminan kesungguhan. 
e) Modal investasi. 
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f) Perpanjangan waktu tahap kegiatan. 
g) Hak dan kegiatan pemegang IUP. 
h) Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.Jenis usaha yang diberikan. 
i) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah 
pertambangan. 
Sedangkan untuk IUP operasi produksi wajib memuat ketentuan sekurang-
kurangnya: 
a) Nama perusahaan. 
b) Luas wilayah. 
c) Lokasi penambangan. 
d) Lokasi pengolahan dan pemurnian. 
e) Pengangkutan dan penjualan. 
f) Modal investasi. 
g) Jangka waktu berlakunya IUP. 
h) Jangka waktu tahap kegiatan. 
i) Penyelesaian masalah pertanahan. 
j) Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang. 
k) Dana jaminan reklamasi dan pascatambang. 
l) Perpanjangan IUP. 
m) Hak dan kewajiban pemegang IUP. 
n) Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah 
pertambangan. 
o) Perpajakan. 
p) Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi. 
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Dalam Pasal 40 UU Minerba IUP diberikan terbatas pada satu jenis mineral 
atau batubara. Dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain dalam WIUP yang 
dikelolanya, maka pemengang IUP tersebut mendapatkan prioritas untuk 
mengusahakan mineral yang ditemukannya. Sebelum pemegang IUP tersebut 
mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, diatur bahwa pemegang IUP tersebut 
wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 
sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal pemegang IUP tersebut 
tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya, maka 
pemegang IUP tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga mineral tersebut agar 
tidak dimanfaatkan pihak lainnya yang tidak berwenang.24 
2. Pertambangan rakyat. 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan 
pokok pertambangan, pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-
bahan galian dari semua golongan a, b, c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 
(1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atu secara gotong-
royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. 
Unsur-unsur pertambangan rakyat meliputi : 
a. Usaha pertambangan; 
b. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C; 
c. Dilakukan oleh rakyat.25 
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 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
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 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, h. 116 
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Landasan Hukum Pertambangan Rakyat bahwa Eksistensi penambang rakyat 
diakui secara yuridis. Pertambangan rakyat diatur dalam pasal 11 undang-undang 
nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok pertambangan.  
Kemudian, ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam: 
a. Pasal 5 sampai pasal 6 Peraturan Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok 
pertambangan. 
b. Pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 
2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan 
pokok pertambangan 
c. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE 1986 tentang 
pedoman pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian dan Vital (Golongan A 
dan B); dan 
d. Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 223 E/201/M.DJp Perihal 
Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).  
Tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Mencegah adanya penambangan oleh rakyat secara liar dengan sistem 
penambangan yang merusak keseimbangan lingkungan. 
b. Mengarahkan dan membina dalam wadah koperasi pertambangan rakyat atau 
koperasi unit desa. 
c. Agar diketahui bahwa suatu usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan 
oleh rakyat setempat dengan cara sederhana dengan peralatan-peralatan mesin 
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yang berkekuatan maksimal 25 PK serta dilarang menggunakan alat-alat berat dan 
bahan peledak.26 
Surat Keputusan Izin pertambangan Rakyat ada dalam Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan telah 
ditentukan bahwa permintaan izin pertambangan rakyat diajukan kepada Menteri. 
Namun, Menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan izin pertambangan 
rakyat kepada Gubernur. Dengan adanya pelimpahan wewenang itu, pejabat yang 
berwenang untuk menetapkan izin pertambangan rakyat adalah Gubernur. 
Sejak bergulirnya otonomi daerah, kewenangan Gubernur dalam penetapan 
izin pertambangan rakyat telah dialihkan kepada Bupati/Walikota. Hal ini dapat kita 
kaji dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 2001 tentang Perubabahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang 
ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: 
“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang 
diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan 
usaha pertambangan secara kecilkecilan dan dengan luas wilayah yang sangat 
terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, 
eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”27 
Dalam ketentuan ini tidak hanya diatur tentang pejabat yang berwe 
nang untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, tetapi juga meliputi tahap-
tahap kegiatan yang dilakukan oleh rakyat setempat. Tahap-tahap kegiatan itu 
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meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan 
pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. 
F. Pertambangan dalam Islam 
Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan dalam ajaran 
agama Islam telah menjadi bagian dari konsep akhlak. Dalam Al-Qur'an telah 
dijelaskan landasan filosofis religius yang berkaitan dengan pengelolaan sumber alam 
mineral, khususnya emas, tembaga, dan perak.28 Allah berfirman dalam QS Al 
Faathir/35: 27. 
                                   
                         
Terjemahnya: 
“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu 
kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Dan 
diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka 
macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”.29 
Dalam realitasnya, bahwa sumber daya alam yang banyak  di eksploitasi oleh 
kontraktor berada di gunung. Sumber daya alam yang berada digunung itu, meliputi 
emas, tembaga, perak, dan batubara. Kata garis-garis putih dan merah dalam Al 
Quran ditafsirkan adalah emas, tembaga, dan perak, sedangkan yang berwarna hitam 
pekat adalah berupa batu bara. Sember daya alam yang merupakan  ciptaan Allah 
SWT mempunyai  nilai ekonomi yang tinggi. 
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Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara , h.44-45  
29
Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemahan dan tafsir (Bandung: 
Syaamil Quran 2012),  h. 699-700. 
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Dalam QS. Al Hajji ayat (23) dan QS. Ad Dahr ayat (15) dan ayat (16) Allah 
menerangkan secara khusus tentang emas, tembaga dan perak. Ayat ini merupakan 
peringatan kepada orang bahwa semua bahan tambang dan bahan-bahan lainya yang 
mereka dapati dari bumi bagi kepentingan adalah suatu rahmat Allah yang harus 
mereka syukuri.30 Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan cara 
banyak menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 
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Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, h. 46-47. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah 
suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis 
untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan 
sahih) mengenai dunia alam dan dunia sosial. Penelitian dimaknai sebagai sebuah 
proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian 
adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan 
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.1 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, 
yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif 
dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mengakaji pelaksanaan atau 
implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara 
faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan atau implementasi itu 
diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.2 
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Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantatif (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
20014), h. 8 
2
Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)  
(Cet. I; Malang: Intelegensia Media, 2015), h.122. 
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2. Lokasi penelitian. 
Penelitian ini memilih lokasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut 
memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi 
dan dokumen yang dibutuhkan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
2. Pendekatan kasus (Case Approach). 
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus tambang 
batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar. 
3. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa 
yang ada didalam teks-teks Al-Quran dan hadis serta pendapat-pendapat ulama. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulisi menggunakan sumber data yang terbagi menjadi 
dua  yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari objek yang  diteliti yaitu informan, dimana data primer  menjadi 
rujukan pertama. Data primer diperoleh melalui proses wawancara. 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai literatur 
kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainya.  
D. Metode Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada 
jalur tujuan penelitian yang dilakukan. Pengamatan dimungkinkan berfokus 
pada fenomena sosial maupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan 
pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian.3 
2. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan 
wawancara). 
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Perlu diketahui, 
yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.4 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari 
responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini 
menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian 
                                                                 
3
Philips Dillah, Suratman,  Metode Penelitian Hukum (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2015), 
h.135. 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XXIII; Bandung: PT. 
Alfabeta, 2016), h.240 
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yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian5. Adapun instrumen 
penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti sebagai intrumen pertama 
2. Pedoman wawancara 
3. Handphone atau camera untuk dokumentasi 
4. Alat tulis. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian 
Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan 
menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk 
kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan. 
 
                                                                 
5
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar; Alauddin Press, 2013), h. 
17. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi goegrafis Kabupaten Takalar. 
Kabupaten Takalar berada antara 5.3 – 5.33 derajat lintang selatan dan antara 
119.22-118.39 derajat bujur timur. Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattalasang 
terletak 29 km arah sealatan dari kota Makassar Ibukota provinsi Sulawesi Selatan. 
Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km2, dimana 240,88 km2 
diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. 
Dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut:  
a. Bagian Utara kabupaten Takalar berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 
Gowa; 
b. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan kabupaten Gowa; 
c. Bagian Selatan dibatasi oleh Laut Flores; dan 
d. Bagian Barat dibatasi oleh selat Makassar.  
Wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan masing-
masing:   
a) Kecamatan Manggarabombang, 
b) Kecamatan Mappakasunggu, 
c) Kecamatan Polombangkeng Selatan, 
d) Kecamatan Polombangkeng Utara, 
e) Kecamatan Galesong Selatan, 
f) Kecamatan Galesong Utara, 
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g) Kecamatan Pattalassang, 
h) Kecamatan Galesong dan 
i) Kecamatan Sanrobone 
Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan dan 
perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 
antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25,  derajat sedang 
ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, dengan batuan penyusun geomorfologi 
dataran didominasi pantai, batu gemping, terumbu dan tula serta beberapa tempat 
batuan lelehan basal. 
 Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan 
musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret. 
Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar antara 122,7 mm hingga 
653,6 mm dengan curah tertinggi rata-rata harian adalah 27,9 C (Oktober) dan 
terendah 26,5 C (Januari–Februari) temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 
20,4 C pada bulan Februari-Agustus dan tertinggi 30,5 hingga 33,9 C pada bulan 
September - Januari. 
Berdasarkan letaknya geografisnya, Kabupaten Takalar dapat dibagi menjadi 
3 (tiga) bagian yaitu: 
a.  Kabupaten  Takalar bagian Timur (meliputi wilayah Palombangkeng Utara dan 
Polombangkeng Selatan) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup 
subur dan sebagian merupakan daerah bukit-bukit (Gunung Bawakaraeng). 
Wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. 
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b.  Kabupaten  Takalar bagian Tengah (wilayah Pattalassang; ibukota Takalar) 
merupakan dataran rendah dengan tanah relatif subur sehingga di wilayah ini 
merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, perkebunan dan pertambakan. 
c.  Kabupaten  Takalar bagian Barat (meliputi Mangarabombang, Galesong Utara, 
Galesong Selatan, Galesong Kota, Mappakasunggu dan Sanrobone) adalah 
merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur untuk pertanian dan 
perkebunan, sebagian merupakan daerah pesisir pantai yang cocok untuk 
pertambakan dan perikanan laut. Potensi ikan terbang, telur ikan terbang, dan 
rumput laut di wilayah ini diduga cukup potensial untuk dikembangkan. 
Potensi sumber daya alam Kabupaten Takalar meliputi perikanan laut, 
pertanian, perkebunan dan peternakan. Luas areal budidaya ikan pada tahun 2006 
sekitar 4.856 ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 ha yang tersebar dihampir setiap 
kecamatan Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2006 mencapai 
26.776 ton. Selain itu Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan 
rumput laut. Dalam Program Gerbang Emas Kabupaten Takalar sangat potensial 
dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut. 
Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah  kota 
Makassar. Dimana Kota Makassar adalah  ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi 
Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten 
Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat 
mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan  kegiatan industri Kota 
Makassar, Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri 
yang representatif, kondusif, dan strategis. 
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Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, 
yaitu sepanjang 74 Km, meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 
Mappakasunggu, Kecamatan Sandrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan 
Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang telah 
difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten 
Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. 
Keunggulan geogfrafis menjadikan Takalar sebagai alternative terbaik untuk investasi 
atau penanaman modal. 
Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional 
maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan 
untuk kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan.  
Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, 
seperti; akses jalan menuju kota Makassar, jarak yang relatif tidak jauh dari 
pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, jalan beraspal dan sarana transportasi laut 
yang  memadai berupa pelabuhan atau dermaga, Takalar siap menunjang aktivitas 
berdagangan dalam taraf internasional. 
Adapun potensi pertambangan di Kabupaten Takalar meliputi pertambangan  
Pasir besi yang terletak diwilayah dipesisir pantai sepanjang 73 KM meliputi 
Galesong Selatan, Galesong Utara Mappakasunggu, Mangarabombang. Dan 
pertambangan jenis batu kali, sirtu, tanah urug terletak di wilayah Kecematan 
Polombangkeng Utara.1 
Dari data potensi pertambangan diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Takalar 
merupakan daerah yang kaya akan hasil potensi pertambangan dimana apabila 
                                                 
1
Pemerintah Kabupaten Takalar,”Wilayah Administrative”, Website Resmi Kabupaten 
Takalar. http://Takalar.co.id/index.php/pemerintahan/wilayah-administratif (08 Agustus 2017). 
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dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber pendapatan daerah serta 
kesejahtraan bagi masyarakat setempat. 
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Maraknya Tambang Batuan Tanpa Izin di 
Kabupaten Takalar 
Sejalan dengan kemajuan pembagunan di daerah Kabupaten Takalar 
khususunya pembangunan sarana dan prasarana fisik serta pertumbuhan 
perekonomian masyarakat yang mulai lebih maju, tentunya semakin banyak 
membutuhkan material pembangunan berupa  pasir, sirtu, kelikil, batu gunung dan 
lainnya dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal inilah yang memicu perkembangan 
usaha di bidang pertambangan yang tentunnya akan membawa dampak positif 
maupun negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. 
Kegiatan pertambangan ini sebagian besar dilakukan dengan tanpa memiliki 
izin dari pemerintah. Pertambangan tanpa izin (PETI) yang ada di Kabupaten Takalar 
umunya mengusahakan komoditas tambang batuan seperti pasir, kerikil, batukali, 
batu gunung dan tanah urug yang mungkin tambang tanpa izin ini berlangsung sejak 
lama. 
Meskipun kegiatan PETI dilakukan secara kecil-kecilan namun dengan 
frekuensi dan waktu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, akan dapat 
berpotensi merusak lingkungan bilamana tidak dilakukan secara baik dan benar, serta 
berdampat pada kemaslahatan  masyarakat disekitar lokasi penambangan. 
Pertambangan tanpa izin yang semakin meningkat tiap tahunnya harus ditangani 
dengan serius oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi secara intensif. 
Berdasarkan hasil rekapitulasi kegiatan Pertambangan Tanpa izin (PETI) 
tahun 2016 diperoleh data jumlah kelompok penambang 68 kelompok, penambang 
perorangan 185 orang dan badan usaha 59 usaha (data terlampir). Penambang tanpa 
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izin yang ditertibkan 15 lokasi  yang terdapat di beberapa Kabupaten antara lain 
Kabupaten Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Takalar, Barru, dan Takalar. Hasil 
penertiban lokasi ini kemudian akan dijadikan wilayah pertambangan rakyat (WPR) 
dan wilayah izin usaha penambangan (WIUP). Berikut tabel hasil inventarisasi 
penambangan tanpa izin (PETI) terkhusus di Kabupaten Takalar:2 
Tabel 1 
Daftar nama penambang tanpa izin (PETI) di Kabupaten Takalar 
NO
. 
 
NAMA 
 
LOKASI 
 
KOMODITAS 
 
ALAT 
YANG 
DIPAKAI 
1. RATNA/PITE
R 
Desa Kalukuang 
Kec. Galesong 
Pasir, 
Timbunan 
EXCAVAT
OR 
2. ABD. KARIM Ling. Balang Kel. 
Bontokadatto Kec. 
Polsel 
Batu Gunung EXCAVAT
OR 
3. H. OPA Desa Towata Kec. 
Polut 
Timbunan EXCAVAT
OR 
4. DG. RAWANG Ling. Romang 
TangngayaKel. 
MattompoDalle 
Kec. Polut 
Timbunan EXCAVAT
OR 
5. DG. TOLA Dusun Bonto Bawi 
Desa Kale Bentang 
Kec. Galsel 
Timbunan, 
Pasir 
EXCAVAT
OR 
6. H. SERANG Ling Romang 
Tangngayya Kel. 
Mattompo Dalle 
Kec. Polut 
Timbunan EXCAVAT
OR 
7 Klp. Masy. Desa Lassang, Kec. 
Polongbangkeng 
Utara 
Pasir EXCAVAT
OR 
                                                 
2
Dinas ESDM Prov. Sul-Sel, Laporan Peti Tahunan, 2016, h, 115 
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8 Dg. Gassing Desa Ballang, Kec. 
Polongbangkeng 
Selatan 
Tanah 
Urug/Batuan 
EXCAVAT
OR 
9 Agus Salim 
Torki 
Desa Soreang, Kec. 
Mapsu 
Pasir EXCAVAT
OR 
10 Klp. Masy Desa Ballang, Kec. 
Polongbangkeng 
Selatan 
Tanah liat Manual 
     
11 Klp. Masy 
Ds. Borong Baji, 
Kec. Polut 
Tanah Urug 
Operasi 
Produksi 
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan maka untuk kegiatan penambangan 
dalam satu lingkup area yang terdiri dari beberapa penambang di gabung menjadi 
satu kelompok dan disebut sebagai kelompok masyarakat. Hal ini seperti terlihat pada 
tabel dibawah ini:3 
Tabel 2 
Nama Lokasi Pemetaan Pertambangan tanpa izin 
di Kabupaten Takalar yang diambil datanya. 
No Nama Lokasi Komoditas 
Alat yang 
Dipakai 
1 Dg. Gassing 
Ds. Balang, Kec. 
Polsel 
Tanah 
Urug dan 
Batuan 
Operasi 
Produksi 
2 
Kelompok  
Masyarakat 
Ds. Lassang, Kec. 
Polut 
Pasir 
Operasi 
Produksi 
3 
Kelompok  
Masyarakat 
Ds. Borong Baji, 
Kec. Polut 
Tanah 
Urug 
Operasi 
Produksi 
4 
Kelompok  
Masyarakat 
Ds. Palemba, Kec. 
Polsel 
Tanah 
Urug 
Operasi 
Produksi 
                                                 
3
 Dinas ESDM Prov. Sul-Sel, Laporan Peti Tahunan, 2016, h, 135 
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 Dari data yang dirilis oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
pertambangan tanpa izin menunjukkan bahwa tambang batuan tanpa izin di 
Kabupaten Takalar sudah termasuk kategori yang cukup memprihatinkan. Ini jelas 
sangat berbeda dengan jumlah kasus yang terlapor di kepolisian yang jumlahnya 
untuk tahun 2016 hanya terlapor sebanyak 1 kasus. Hal seperti ini bisa diliat pada 
table dibawah ini:4 
Table 3 
Tabel data kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Takalar. 
No Tahun Jumlah kasus Ket 
1 
2016 1 kasus  
2 
2015 Nihil  
Maraknya tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar tentunya didorong 
atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya 
pertambangan tanpa izin di Kabupaten Takalar sebagai berikut: 
1. Kurangnya sosialisasi 
Kesadaran masyarakat terhadap hukum pertambangan masih sangat kurang 
dimana banyak yang melakukan tambang tanpa izin ini karena  masyarakat tidak 
mengetahui kegiatan yang dilakukan merupakan pertambangan tanpa izin serta 
pelaku tidak mengetahui resiko pidana yang timbul apabila melakukan tambang 
tanpa izin. Hal ini karena kurangnya sosialisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral 
Sul-Sel mengenai Peraturan Perundang-undangan, yang diatur dalam UU RI No. 4 
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu penuturan 
masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin mengatakan bahwa “saya tidak 
                                                 
4
Resor Takalar, Data Kasus Tambang Batuan Tanpa Izin di Kabupaten Takalar, Tahun 2017. 
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mengatahui kalau kegiatan mengerut tanah dan untuk dijadikan batu bata harus 
memiliki izin usaha walaupun itu tanah milik saya sendiri”. 5 
Hal ini di benarkan oleh kepala seksi Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan 
Batubara, mengatakan bahwa 
“Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai program kerja untuk 
melakukan sosialisasi ke setiap daerah tapi jarang ataupun tidak pernah 
melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok desa mengenai Undang-Undang RI 
Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru sehinga 
sebagian masyarakat tidak tahu bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan 
harus memiliki izin”.6 
   Dari  penjelasan di atas bisa di simpulkan bahwa kurangnya sosialisai 
tentang peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang RI Nomor 4 
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan faktor yang 
menyebabkan maraknya tambang batuan tanpa izin. 
2. Proses penerbitan izin yang lama 
Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama merupakan faktor 
penyebab maraknya tambang batuan tanpa izin di Kabaputen Takalar. Hal ini karena 
setelah peralihan dari Kabupaten ke Provinsi khusus untuk izin pertambangan mineral 
dan batubara jenis batuan, penertiban izin  syaratnya  cukup banyak dan waktu yang 
lama sampai bisa berkegiatan. kenyataan di lapangan  ada yang sampai 1 tahun baru 
terbit izinnya sehingga para penambang yang tidak sabar dalam menunggu terbitnya 
izin berani melakukan penambangan.7  
Hal sesuai di katakan oleh masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa 
izin mengatakan bahwa “saya berani melakukan pertambangan tanpa izin karena saya 
                                                 
5
K dg Kio, Masyarakat, Wawancara, 20 oktober 2017. 
6
Djemi Abdullah, Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batubara, 
Wawancara, 13 juli 2017  
7
Djemi Abdullah, Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batubara, 
Wawancara, 13 juli 2017 
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sudah tidak sabar menunggu terbitnya izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral yang hampir satu tahun belum keluar izinnya.”8 
3. Kedekatan dengan penguasa 
Adapun faktor yang sehingga berani melakukan tambang batuan tanpa izin ini 
karena masyakat merasa dekat dengan penguasa, dekat dengan petugas, atau merasa 
dirinya sebagai orang yang pemberani  sehingga ini yang melatarbelangi timbulnya 
tambang tanpa izin ini.9 
Hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh warga sekitar bahwa ada yang 
melakukan penambang tanpa izin karena memiliki keluarga seorang Politisi, anggota 
Polisi ataupun Tentara, sehingga kami masyarakat di sekitar lokasi pertambangan 
tidak berani melaporkan ke pihak berwajib.10 
4. kurangnya partisipasi masyarakat 
Kurangnya partisipasi masyarakat  merupakan faktor yang yang menyebabkan 
maraknya tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar. Kurangnya  pengawasan 
serta penindakan yang tegas sehingga pelaku dapat secara leluasa melakukan 
tambang batuan tanpa izin. Hal in sesuai dari data kasus tambang batuan tanpa izin 
yang masuk di Polres Takalar hanya berjumlah 1 kasus,11  hal ini tidak sesuai dengan 
yang ada di lapangan maupun data yang di keluarkan dinas energi dan sumber daya 
mineral jumlah penambang tanpa izin berjumlah 11 orang.12 Ini berarti bahwa 
                                                 
8
Hattajur dg ngemba, masyarakat, Wawancara, 29 oktober 2017 
9
Djemi Abdullah, Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batubara, 
Wawancara, 13 juli 2017 
10
Syafaruddin dg Sijaya, masyarakat, Wawancara, 10 Agustus 2017 
11
Resor Takalar, Data Kasus Tambang Batuan Tanpa Izin di Kabupaten Takalar, Tahun 
2017. 
12
Dinas ESDM Prov. Sul-Sel, Laporan Peti Tahunan, 2016, h, 135. 
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masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pelaporan tentang adanya kasus 
penambang tanpa izin. 
Adapun alasan pelaku tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar 
seperti: melakukan tambang batuan diluar WIUP, melakukan tambang dengan alasan 
pembuatan sawah baru, melakukan kegiatan  tambang batuan yang dibuat menjadi 
mejadi adonan batu bata. 
Dengan adanya kegiatan tambang batuan tanpa izin ini akan menimbulkan 
beberapa faktor seperti: 
1) Sulitnya mengontrol kerusakan lingkungan yang diakibatkan, 
2) Pendapatan negara tidak bisa dikontrol, 
3) Kecemburuan muncul antara pemegang izin dengan yang tidak memiliki 
izin karna adanya perbedaan harga, 
4) Bisa menimbulkan konflik horizontal dan 
5) Dapat menimbulkan kecelakaan tambang.13 
Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan 
tanpa izin ini sangat dekat dengan sarana dan fasilitas umum yang dapat 
mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana seperti: merusak jalan umum, 
pencemaran terhadap air, banyaknya debu yang mengganggu masyarakat, serta 
banyak membahayakan masyarakat karna banyaknya truk-truk besar yang beroperasi. 
 
 
 
                                                 
13
Djemi Abdullah, Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batubara, 
Wawancara, 13 juli 2016 
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C. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Dampak  Tambang Batuan Tanpa 
Izin di Kabupaten Takalar 
 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kegiatan tambang batuan 
tanpa izin di Kabupaten Takalar merupakan masalah yang sangat serius mengingat 
bahwa kegiatan tambang batuan tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup dan 
menganggu kesejahtraan masyarakat sekitar. Peran pemerintah dalam menangani 
dampak tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar dimana Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral telah melakukan beberapa langkah seperti: 
1. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin. 
Pengawasan dan pembinaan terhadap penambang merupakan program kerja 
dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mieneral yang rutin dilakukan di setiap di 
daerah. Adapun proses pembinaan yang dilakukan adalah mengajak penambang yang 
kedapatan tidak memiliki izin untuk segera mungurus perizinan dan untuk 
penambang yang sudah memiliki izin dibina untuk mengelolah pertambangan secara 
baik dan benar.  
2. Melakukan sosialisi kemasyarakat tentang bahayanya pertambangan tanpa izin. 
Melakukan  sosialisi kemasyarakat tentang bahayanya pertambangan tanpa 
izin merupakan program rutin yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral ke daerah. Tetapi program sosialisi kemasyarakat pelosok masih sangat 
kurang atau bahkan tidak pernah dilakukan sama sekali 
3. Membuat spanduk tentang bahaya dan sanksi pertambangan tanpa izin dan 
Spanduk tentang bahayanya pertambangan tanpa izin termuat di lampiran-
lampiran. 
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4. Mempermudah masyarakat dalam pelaporan tentang pertambangan tanpa izin 
dengan media sosial.14 
5. Memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. 
Kemudian untuk peran kepolisian dalam menangani dampak tambang batuan 
tanpa izin di Kabupaten Takalar telah melakukan beberapa langkah seperti: 
1. Melakukan sosialisasi terhadap larangan pertambangan tanpa izin, 
2. Memasang spanduk di berbagai tempat tentang bahaya kegiatan pertambangan 
tanpa izin, 
3. Menindak pelaku pertambangan tanpa izin berupa pidana penjaran dan denda 
dan  
4. Melakukan operasi terhadap aktifitas pertambangan.15 
Adapun beberapa hambatan yang dialami pemerintah dalam menangani 
dampak tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar meliputi: 
1. Kurangnya anggaran dan fasilitas untuk melakukan pengawasan, 
2. Tidak maksimal dalam menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Takalar dan 
3. Karakter pelaku penambang yang berpindah-pindah.16 
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Djemi Abdullah, Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batubara, 
Wawancara, 11 Agustus 2016 
15
Ahmad Kombara, Kaur Mintu Reskrim Res Takalar, 21 Agustus 2017. 
16
Djemi Abdullah, Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Mineral dan Batubara, 
Wawancara, 11 Agustus 2016 
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D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tambang Batuan Tanpa Izin di Kabupaten 
Takalar 
Islam sebagai agama yang yang sempurna yang telah diberikan Tuhan kepada 
umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Islam memiliki kitab suci yang telah 
dijamin kesempurnaannya dan senantiasa dijaga oleh Allah yakni, Al-Quran. Al-
Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk 
menyempurnakan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan didakwahkan 
kepada umat manusia sebagai sumber utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari 
manusia. 
Al-Quran sebagai kitab yang sempurna mengatur dan menceritakan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan hidup manusia baik saat sekarang, yang telah lalu 
dan yang akan datang. Al-Quran membahas proses kejadian manusia hingga apa 
yang  akan menjadi rezeki bagi manusia agar dapat menjalani hidupnya di Dunia. 
Salah satunya mengenai dunia pertambangan. 
Al-Quran sangat banyak memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu 
pertambangan, memuat masalah bahan-bahan galian ataupun kandungan dalam bumi 
yang manusia pijak ini. Bahan-bahan galian yang berupa mineral dan batuan 
merupakan objek utama dalam dunia pertambangan yang memiliki nilai ekonomis 
dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia. 
Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan 
manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain  Allah 
berfirman dalam QS Al Faathir/35: 27. 
 
                                   
                          
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Terjemahnya: 
“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu 
kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Dan 
diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka 
macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”.17 
Ayat ini melanjutkan uraian tentang bukti-bukti kuasa Allah Swt. Ia mengajak 
setiap orang-orang dengan menggunakan gaya pertanyaan untuk berpikir dan 
memperhatikan. Wahai siapapun yang mampu melihat dan berpikir! Tidakka engkau 
melihat bahwa allah menurunkan dari langit air hujan lalu kami dengan kuasa kami 
dan melalui hukum-hukum Allah yang kami tetapkan  mengeluarkan yakni 
menghasilkan dan memunculkan denganya yakni dengan hujan itu berbagai jenis 
buah-buahan yang beraneka macam warna, bentuk rasa dan aroma-nya.seandainya 
yang melakukan itu adalah nature / alam tentu hal-hal tersebut tidak akan beragam 
dan bermacam-macam. Dan perbedaan serta keragaman serupa terjadi juga pada yang 
lebih kukuh dari buah-buahan. Engkau dapat melihat di antara gunung-gunung ada 
yang memiliki jalur dan garis-garis  yang terlihat berwarna putih dan ada juga yang  
merah yang kejelasan warna dan keburamannya beraneka macam warnanyadan ada 
pula di samping yang merah dan putih itu yang pekat hitam. 
 Menurut tim penyusun Tafsir al-Muntakhab, kemukjizatan ayat ini dari segi 
ilmu pengetahuan bukan saja tampak ketika ia menyebutkan bahwa warna gunung 
yang bermacam-macam itu disebabkan adanya perbedaan materi-materi yang 
dikandung oleh bebatuan gunung-gunung itu. Demikianlah sebenarnya kesatuan 
                                                 
17
Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: 
Syaamil Quran 2012),  h. 699-700. 
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hukum Allah. Meskipun bentuknya beraneka ragam, tetapi berasal dari materi yang 
satu. Semua itu adalah untuk kemudahan dan kemanfaatan umat manusia18. 
Kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah-kaidah 
pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan 
sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Disamping itu, pertambangan tanpa 
izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga 
Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki 
kerusakan lingkungan. Hal lain yang perlu dicermati adalah pertambangan tanpa izin 
umumnya identik dengan budaya kekerasan/premanisme, prostitusi, perjudian, dan 
hal-hal lain yang berkaitan dengan pengingkaran terhadap norma-norma agama. 
Budaya mencuri termasuk menjarah, semakin berkembang, sehingga memberikan 
pengaruh buruk bagi mereka yang ingin berusaha sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Gejolak sosial, baik antara perusahaan resmi dengan pelaku 
pertambangan tanpa izin maupun diantara sesama pelaku pertambangan tanpa izin 
sendiri, adalah dampak negatif lain akibat keberadaan pertambangan tanpa izin.  
Dengan status yang tanpa izin, maka otomatis pertambangan tanpa izin tidak 
terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara. 
Menurut perhitungan, kerugian Negara atas tidak terpungutnya pajak dari 
pertambangan tanpa izin diperkirakan mencapai Rp. 315,1 milyar/tahun. Jumlah ini 
dipastikan akan membengkak jika memperhitungkan penerimaan negara dari sektor 
lain yang mendukung kegiatan pertambangan tanpa izin (multiplier effect) dan tidak 
dapat dipungut oleh Negara. Dalam hal ini orang yang melakukan pertambangan 
tanpa izin adalah bisa termasuk kedalam golongan orang yang tidak taat kepada 
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M. Qurais Shihab, Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002, Vol. 6). h. 463-464. 
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pemerintah. Dalam hukum islam kita diwajibkan untuk taat ulil amri (pemerintah) hal 
ini dijelaskan dalam firman Allah  Qs An Nisa 4/59: 
                          
                            
                
Terjemahanya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.19 
ayat ini da ayat-ayat sesudahnya masih berhubugan erat dengan ayat-ayat 
yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak 
mempersekutukan-Nya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak dan 
lain-lain. Perintah-perintah itu, mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat 
yang adil dan makmur,anggotanya tolong menolong bantu membantu, taat kepada 
Allah dan Rasul,serta tunduk pada ulil amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan 
nilai-nilai yang diajarkan al-Quran dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan 
jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai pada perintah berjuang di jalan 
Allah. Demikian ayat-ayat ini secara umum.20 
Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua 
perusahaan saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi dibanding faktor 
moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya 
pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. 
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 Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: 
Syaamil Quran 2012),  h. 87 
20
 M. Qurais Shihab, Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002, Vol. 2). h. 482. 
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Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap 
pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang 
mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada 
reklamasi. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas 
terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena 
manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya 
untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan 
perilaku yang baik (amr ma’ruf). 
Melihat maraknya tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar yang 
dimana menimbulkan dampak fisik maupun dampak sosial. Dampak fisik yang 
dimaksud yaitu mengakibatkan kerusakan lingkungan diantaranya kerusakan  
ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air, menyebabkan kepunahan 
atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada disekitarnya. Dampak sosial 
yang dimaksud yaitu terhambatnya proses dibidang pertanian yang pada akhirnya 
berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. 
Kerusakan alam dan lingkunga hidup yang diakibatkan oleh pertambangan 
tanpa izin  yang  merupakan akibat dari perbuatan umat manusia itu sendiri. Dalam 
hukum Islam diatur tentang larangan melakukan kerusakan lingkungan dimana Allah 
Swt berfirman dalam QS. Al A’raf: 56. 
                                 
               
 
 
62 
 
 
 
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan 
baik.berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh  harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.21 
Ayat yang lalu melarang pelampauan batas, ayat ini melarang pengrusakan di 
bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, karen itu, ayat ini 
melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan: dan janganlah kamu 
membuat kerusakan di bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan oleh Allah dan 
atau siapapun dan berdoalah serta beribadahlah kepada-Nya dalam keadaan takut 
sehingga kamu khusyu’, dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya  dan dalam keadaan 
penuh harapan terhadap anugrah-Nya, termasuk pengabulan do’a kamu. 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-oarng yang 
berbuat baik. 
Alam raya telah diciptakan Allah swt. dalam keadaan yang sangat harmonis, 
serasi, dan memenuhi kebutuhan mahluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan 
memerintahkan hamba-hamban-Nya untuk memperbaikinya. 
Merusak setelah memperbaiki, jauh lebih  uruk daripada merusaknya sebelum 
diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas menggaris 
bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak 
yang baik dan juga amat tercela22 
Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan 
mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi 
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Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: 
Syaamil Quran 2012),  h. 157. 
22
 M. Qurais Shihab, Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002, Vol. 5). h. 123-124 
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kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders), 
kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining), tidak 
menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan 
(monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi 
dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan 
nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan 
Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim 
sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) 
harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of 
understanding (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada 
tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini 
merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk 
1. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan 
kerusakan lingkungan di sektor pertambangan. 
2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan 
masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah 
yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 
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3. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi 
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan. 
Sekarang ini, sudah sepatutnya Islam bisa menjadi solusi bagi segala 
permasalahan di dunia ini, termasuk pertambangan. Pertambangan Indonesia yang 
kini kurang menguntungkan dari segi kesejahteraan masyarakat dan kurang 
bersahabat dengan lingkungan sudah sepatutnya berubah. Indonesia dengan kekayaan 
alam tambangnya harus mandiri, rakyatnya sejahtera secara ekonomi. Begitu pula 
dengan pengelolaannya, Indonesia harus mempertegas batas kerusakan lingkungan 
yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Bahkan sudah sepatutnya perusahaan 
mengembalikan rona lingkungan yang awalnya hijau dan indah. Pemerintah harus 
tegas, harus berani menindak perusahaan nakal yang tidak memperhatikan aspek 
lingkungan dalam proses penambangannya. Islam dengan jelas mengatur hal itu. Jadi, 
majulah pertambangan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Sosio-yuridis tambang 
batuan tanpa izin di Kabupaten Takalar, maka penulis mengemukakan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Faktor yang menyebabkan maraknya tambang batuan tanpa izin di Kabupaten 
Takalar yaitu: kurangnya sosialisasi, proses penerbitan izin yang  lama, 
kedekatan dengan penguasa dan kurangnya partisipasi masyarakat. 
2. Peran Pemerintah Daerah dalam menangani dampak tambang batuan tanpa izin 
di Kabupaten Takalar yaitu Melakukan pengawasan dan pembinaan secara 
rutin, melakukan sosialisi kemasyarakat tentang bahayanya pertambangan tanpa 
izin, membuat spanduk tentang bahaya dan sanksi pertambangan tanpa izin, 
mempermudah masyarakat dalam pelaporan tentang pertambangan tanpa izin 
dengan media sosial, melakukan sosialisasi terhadap larangan pertambangan 
tanpa izin, menindak pelaku pertambangan tanpa izin berupa pidana penjara 
dan denda dan melakukan operasi terhadap aktifitas pertambangan. 
3. Pandangan hukum islam tentang tambang batuan tanpa izin di Kabupaten 
Takalar termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena Kegiatan pertambangan 
tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah 
mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan 
kecelakaan tambang. Disamping itu, pertambangan tanpa izin bukan saja 
menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga 
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Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk 
memperbaiki kerusakan lingkungan. Dalam hukum Islam Dalam hal ini orang 
yang melakukan pertambangan tanpa izin adalah bisa termasuk kedalam 
golongan orang yang tidak taat kepada pemerintah(Ulil Amri). 
B. Implikasi Penelitian. 
1. Diharapkan agar masyarakat sadar akan bahayanya pertambangan tambang 
tanpa izin karena akan berdampak buruk terhadaap lingkungan sekitar, 
hendaknya masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika 
mengetahui adanya proses penambangan tanpa izin. 
2. Agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerugian yang 
ditimbulkan dengan adanya penambangan tanpa izin, serta meningkatkan 
pengawasan terhadap tambang tanpa izin. 
3. Diharapkan masyarakat sadar bahwa pengrusakan lingkungan yang disebabkan 
oleh pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah 
Swt. 
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